Menimbang

Mengingat

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 01 Tahun 2024

BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;

Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5562);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 01);

Y,
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.

3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang bertugas membantu Bupati
dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton
Tengah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Perangkat Daerah adalah wunsur yang membantu Bupati dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau
retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola
pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.

8. Pajak Daerah yang selanjutnyva disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. !
9. Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Subjek  Retribusi adalah orang pribadi atau badan  yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
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. Pajak Barang dan Jasa Tertentu vang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak

vang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman vang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yvang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan  komersial =~ memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan

di bawah permukaan tanah.
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet.

. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collocalia
Jfuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah,
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Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah,
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP
adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi
SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai
pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif
perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalam
rangka pemberian NPWPD.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada Wayjib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarmya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak acda kredit
Pajak.

Official Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesorang.

Sell Assesment System merupakan salah satu system pemungutan pajak yang
membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh
wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dilakukan
oleh wajib pajak yang berperan aktif datan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
atau melalui system administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah.

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
vang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat

pemberitahuan dengan SSPD.
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Penagihan adalah serangkaian tindakan apar Penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan Retribusi Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal dan perasuransian

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
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BAB I
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi:

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;

c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

c. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak

meliputi:
a. BPHTB;
b. PBJT atas;

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 3
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri

dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) mendaftar

dengan menggunakan dokumen sebagai berikut:

a. Wajib Pajak PBB-P2 menggunakan SPOP dan LSPOP.

b. Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet menggunakan SPOPD.
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c. Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB menggunakan surat

pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda Provinsi
melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.

d. Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menggunakan formulir pendaftaran.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikecualikan untuk Wajib
Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah.

(4) Wayjib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf
d wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Bupati melalui Bapenda dengan
menggunakan permohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek
pajaknya.

(5) SPOP, LSPOP, SPOPD, dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran;
b. diperoleh secara online; dan/atau
c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.

(6) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(7) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani wajib melampirkan
dokumen pendukung sebagai berikut:

a. untuk PBB-P2 melampirkan:
1. fotokopi identitas kependudukan,;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan
bangunan;
4. fotokop1 SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek; dan
5. foto lokasi.
b. untuk Pajak Reklame melampirkan:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi NPWP Perusahaan,; dan
4. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan.
c. untuk PAT melampirkan dokumen:
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1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha;
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan
4. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa

yvang digunakan.

d.  untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas kependudukan;

2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan tanah;

3. kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang diterbitkan
notaris atau pejabat pembuat akta tanah;

4, fotokopi SPPT dan SSPD/STTS PBB-P2, lunas PBB-P2 5 (lima) tahun
terakhir; dan/atau

5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau hibah

wasiat.

e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas kependudukan
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.
f.  Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
3. fotokopi NPWP Perusahaan.
g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung
sebagai berikut:
1. fotokopi identitas kependudukan;
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau
3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan.

Permohonan pendaftaran yang ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa,

Pasal 4
Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan venfikasi terhadap
permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan memeriksa
kelengkapan administrasi vang dipersyaratkan,
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Pasal 5

(1) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD dan SPWPD paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

(2) Wajib Pajak yvang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD.

(3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk
kependudukan,

(4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk
berusaha.

(5) Kartu NPWPD dam SPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung
atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 6

(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Wajib
Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran objek pajaknya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

(2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.
Pasal 7
Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang

memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

a. Untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan

b. Untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang
Burung Walet diterbitkan nomor registrasi.

Paragraf 2
Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
Pasal 8

(1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk
memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah.
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{(2) Pendataan dilakukan terhadap:

a. Untuk PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan;

b. untuk Pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi
penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah
dan ukuran media reklame; dan

c. untuk Pajak PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan
volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.,

d. Untuk Pajak BPHTB meliputi nilai perolehan bumi dan bangunan

e. untuk PBJT berupa;

. Makanan dan Minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan
Makanan dan/atau Minuman

2, Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna
akhir.

3. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyvewaan ruang rapat atau pertemuan pada
penyedia Jasa Perhotelan

4. Jasa Parkir meliputi Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

5. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan
hiburan di Daerah.

. untuk Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB.
g Untuk Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh kepala

Bapenda.

(4) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam Berita acara yang
ditandantangani oleh Petugas pendataan, Wajib Pajak yang didata, dan Ketua

RT atau Kepala Desa.
Pasal 9

(1) Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh
Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjekuf dan objektif
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sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum
mendaftarkan din untuk diberikan NPWPD.
Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

a. mendatang Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau

b. mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.
Pasal 10

Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan
surat imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hurufl b, Wajib
Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak
surat imbauan ditenma.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah
mendaftarkan dinl untuk memperoleh NPWPD.

Paragraf 3
Penghapusan NPWPD
Pasal 11

Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak vang sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objekufl sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
Penghapusan NPWPD sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. atas permohonan Wanb Pajak atau ahl wansnya, atau penanggung pajak;

atau
L. secara jabatan.
Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan hasil Pemenksaan.

Pasal 12

Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) huruf a diakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan
permohonan secara tertulis.
Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebaga berikut:
a. satu surat permohonan untuk | (satu) Wajib Pajak;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,
¢. dmjukan kepada Bupati melalu Kepala Bapenda;
d. dilamperi Kartu NPWPD dan/atau SPWPD vang diajukan penghapusan;
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e, dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang
berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;

2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan
Indonesia untuk  selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang
meninggalkan Indonesia selama-lamanya,

3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi
semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki
lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama, atau

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah
dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya,
atau penanggung pajak.
Pasal 13

(1) Dalam membenkan keputusan atas permohonan penghapusan Wajib Pajak
yang disampaikan olch Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
a. tunggakan pajak; dan
b. proses hukum atau proses admnistratif berupa:

1. pembetulan,

2. keberatan,

3. pengurangan sanksi administratf, pengurangan atau pembetulan surat
ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD;

4. gugatan;

5. banding; dan

6. peninjauan kembal.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan
Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan
Penghapusan NPWPD.

{3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemenksaan terdapat rekomendasi penghapusan

NPWPD;

b. udak terdapat tunggakan pajak; dan
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c. terdapat tunggakan pajak tetapi:
1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan
tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Surat penolakan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak
melakukan penghapusan NPWPD; atau
b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan
NFWPD, namun:
1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau
2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui
dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan
Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berakhir.

Pasal 14

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diketahui:

a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan

b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Wajib pajak
dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan
permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.
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Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang
Pasal 15

(1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan SPPT dan SKPD.

(2) SPPT diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP
dan/atau LSPOP.

(3) SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila:

a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah
diberikan surat teguran secara tertulis.

b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang
terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP
dan/atau LSPOP.

(4) SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang.

(5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari kalender setelah berakhir masa pajak.

(6) SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
Pasal 16
(1) SPPT untuk PBB-P2 diterbitkan berdasarkan penilaian PBB-P2 dan

perhitungan NJOP yang ditetapkan Bupati.

(2) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan
terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dan:

a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau

b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor
jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame,

(3) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap Nilai
Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis
sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, volume
air yang diambil/dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan
yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(4) SKPD harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
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(5) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan
laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan
ulang, atau laporan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 17

(1) SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat; atau
d. melalui elektronifikasi.
Pasal 18

(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib
Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau
informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD untuk Masa Pajak sebelum
dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD
diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau
berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu
mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan

menyerahkan SSPD dan/atau SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD yang
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sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati,
Pembayaran atau penyetoran pajak sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
menyesuaikan  dengan  nominal yang tertera pada SSPD dan/atau
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ STPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalu sistem pembayaran berbasis elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran
atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank
atau tempat lain vang ditunjuk.
Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui jaringan elektronik bank
dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan telah
mendapatkan validasi oleh Bapenda.
Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
a. PBB-P2 yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT; dan
b. Pajak Reklame dan PAT yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman

SKPD.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administratif berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.
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(4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak dan paling
lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(5) Apabila terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli
sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran

kekurangan dimaksud.
Pasal 21
(1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD
BPHTB.

(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD
yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data
PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau vang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarmya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(4) Kntena pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf f vaitu untuk kepemilikan rumah
pertama dengan kriteria tertentu vang ditetapkan oleh Bupat
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(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

(6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap
SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap
SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan.

{8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada avat (1) jumlah pajak vang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 22

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh
petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.

(2) Setelah melakukan validasi dan diparafl oleh petugas, Bank atau tempat lain
yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dan
menyerahkan lembar ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) kepada Bapenda.

(4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi
penerimaan harian Pajak Daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan
Pajak Daerah.

Pasal 23

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan

pemungutan pajak daerah melalui sistem informasi administratif perpajakan

daerah.
Pasal 24

(1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo
rekening penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke Rekening Kas Umum
Daerah pada setiap akhir han kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah sampai dengan pukul 15.00
WITA dilimpahkan pada akhir han kerja vang bersangkutan;
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b. untuk penerimaan pembayvaran Pajak Daerah setelah pukul 15.00 WITA

dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas

tersebut diterima; dan
c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari

kerja berikutnya.
Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah
mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran
dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah per jenis
pajak daerah ke Bapenda.

Pasal 25

Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang
terdiri dari:
a. rekonsiliasi data transaksi; dan
b. rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang
tertera dalam SSPD atau SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan data
pada sistem informasi administratif perpajakan Daerah.
Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja
layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang
ditunjuk.
Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda
bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan
tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah
antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian
transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau
SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT /STPD.
Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling
lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib
pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk, Bank Rekening
Kas Umum Daerah, dan SKPKD menyelesaikan perbedaan tersebut dan
dituangkan dalam berita acara.

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

-24.

Pasal 26
Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk
maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan
pembayaran Pajak Daerah secara offline dengan memberikan nomor transaksi
bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi penerimaan Daerah

setelah sistem kembali normal.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pcprﬁitﬂkgu‘?an atau pencatatan secara elektronik
dan/atau non elektronik yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip
pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak wajib vang melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non elektronik yang melakukan usaha dengan omzet di
bawah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per
tahun, dapat dibebaskan dan kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap
diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi
dasar penghitungan Pajak.

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk wajib
pajak PBJT jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan
iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha vang
sebenarnya.

Pasal 28

(1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang

sebenamya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

-25.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dibuat secara
teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi
sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau nota mesin register.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama
lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib
dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.

(4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon
penjualan atau mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang
wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 29

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan
pencatatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda,

dilampini fotokopi Kartu NPWPD;

membuat uraian berisi alasan yang mendukung permohonan; dan

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampin

=0 a0 gp

dengan Surat Kuasa.
Pasal 30

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban
pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda
mempertimbangkan:

a. bentuk usaha yang dijalankan;
b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
c. omzet usaha.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan
Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan
Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
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(3)  Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
(4)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui
dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda
menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Paragraf 2

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan
Pasal 31

(1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan
jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan dan jasa parkir
wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang
menjadi Objek Pajak Daerah.

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan
terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak
terutang.

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat
insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban
penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan
pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 32

(1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling sedikit

terdinn dari 3 (tiga) rangkap:

a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;

b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
c. lembar ketiga, untuk Bapenda.

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. tanda atau logo Wajib Pajak; dan
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¢. nomor bon penjualan yang dibunt secara berurutan dimulai dari nomor
urut terkecil sampai yang terbesar,
Legalisasi/perforasi tiket/karcis penyelenpggaraan jasa kesenian dan hiburan
yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3
dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda
dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu NPWPD;
b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
c. membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi.
Pasal 33
Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka
mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi
tiket/karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan Wajib Pajak;
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari

o 60 g

kewajiban legalisasi/ perforasi,

f. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha
beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas
register.,

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
dan
b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi paling
singkat 5 (lima) tahun;
2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis,
tipe, dan tahun pembuatan; dan
h. mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.
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i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Surat Kuasa.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bapenda menerbitkan Surat keputusan pembebasan dari kewajiban
legalisasi/perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan pembebasan
dan kewajiban legalisasi/ perforasi tiket/karcis.

(4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui
dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan
surat keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berakhir.

(6) Senap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran
dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur
sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Pasal 34

(1) Dalam setap transaksi Wajib Pajak menggunakan bukti transaksi penjualan.

(2) Wayjib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin
transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau
mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka waktu 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

(3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi
pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan
schbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat memberikan

sanksi administratif.
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Paragraf 3
Penvampainan SPFTPD
Pasal 35

(1) Setiap Wa)ib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan
sendirt oleh Wagib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib
menghitung  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Wajb
Pajak BPHTB.

(3) Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan sendiri pajak vang terutang
dengan menggunakan SSPD BPHTB vang dipersamakan dengan SPTPD.

Pasal 36

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (),
dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa
pajak.

(2) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(3) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal
pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,
Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib
Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat vang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.
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Pasal 37
Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak dapat
meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau berkonsultasi
melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak Daerah mengenai dasar
pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang.
Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak
diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas
waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 38
SPTPD paling sedikit memuat:
a. jenis Pajak Daerah;
b. nama Wayjib Pajak dan NPWPD;
c. masa Pajak yang bersangkutan;
d. jumlah dasar pengenaan Pajak;
e. jumlah Pajak yang terutang; dan
f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
SPTPD PBJT Jasa perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada
avat (1), juga memuat data mengenai:
a. golongan/kelas hotel,;
b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
c. tarif kamar; dan
d. tingkat hunian bulanan.
SPTPD PBJT Makanan dan/atau minuman selain berisi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jumlah meja makan dan kursi;
b. hari dan jam operasi;
c. ketersediaan layanan pesan antar, dan
d. rata-rata jumlah pengunjung hanan.
SPTPD PBJT jasa kesenian dan hiburan selain berisi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jenis/golongan hiburan yang diselenggarakan;
b. menggunakan kas register;
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c. mengadakan pembukuan/pencetakan; dan
d. mengadakan bon.

(5) SPTPD PBJT Tenaga Listrik Penerangan Jalan PLN selain berisi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat:

a. jumlah keseluruhan pelanggan dan masing-masing golongan tarif.
b. data jumlah pelanggan dan KWH pemakaian.

(6) SPTPD PBJT Tenaga Listrik Penerangan Jalan Non PLN selain berisi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
a. jenis dan kapasitas terpasang mesin pembangkit listrik;

b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik;
c. jumlah jam penggunaan mesin pembangkit; dan
d. faktor daya (Cos ¢).

(7) SPTPD PBJT Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga memuat data mengenai:

a. tarif dan kapasitas parkir;
b. hari dan jam operasi; dan
c. jumlah parkir harian.

(8) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau vang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(9) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

(10) Perhitungan Pajak Parkir bagi penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran, vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau

tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/ melaporkan secara elektronik melalui

sistem informasi administratif perpajakan daerah.
Pasal 40

(1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak serta disampaikan ke Bapenda.

(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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(3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:

a. tanda tangan biasa;
b. tanda tangan stempel; atau
c. tanda tangan elektronik;
(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pasal 41
(1) Penyampaian SPTPD oleh Wayjib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
dan/atau
d. melalui elektronifikasi.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang;
b. SSPD lembar 2 (dua) yang telah divalidasi.

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan bukti penerimaan.

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c¢ dianggap sebagai bukti penerimaan
sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

(5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan
sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 42

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:

a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat
(1); dan

b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan vang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
SPTPD tersebut diterima.
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Pasal 43
Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat ()
ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

g

wabah penyakit; dan/atau

i

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Pasal 44

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Kepala
Bapenda belum melakukan tindakan:

a.

penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
atau

penvampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah
disediakan dalam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang
bersangkutan membetulkan SPTPD.

pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kadaluarsa penetapan.

dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yvang
kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 45
Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD
yang tercantum:
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;
b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

¢. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam

SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data
PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak,
NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu,
dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besamya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

{. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan
BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi

perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah

pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 1 (satu) han kerja sejak diterimanya secara lengkap

SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
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(6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD
BPHTB untuk penelitian lapangan,

(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jumlah PAJAK yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 46

Mekanisme validasi atau penelitian SSPD BPHTB adalah sebagai berikut:

a. Wa)ib Pajak mengisi permohonan validasi atau penelitian SSPD BPHTB yang

meliputi:

1. formulir SSPD BPHTB;

2. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP);

3. fotokopi NPWP (bila ada);

4. fotokopi SPPT dan STTS/Struk ATM lunas pembayaran PBB dan tidak
memiliki tunggakan.

b. Petugas validasi SSPD BPHTB menindaklanjuti permohonan validasi dengan
cara:

1. memberikan Nomor Registrasi Formulir SSPD BPHTB yang terdapat pada
sisi kanan atas formulir SSPD BPHTB, dan mencatat dalam buku register.
Pemberian Nomor Registrasi diberikan berdasarkan nomor urut
permohonan, dengan struktur kodevikasi nomor urut permohonan 6
(enam) angka dimulai dengan 000001,

2. mencocokan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP
vang tercantum dalam Fotokopi SPPT dan STTS/Struk ATM Lunas
pembayaran PBB.

3. mencocokan NJOP Bumi dan Bangunan permeter persegi vang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi dan Bangunan
permeter persegi pada basis data PBB.

4. meneliti kebenaran perhitungan PBB vang meliputi komponen:

a. Nilai Perolehan Objek Pajak ;
b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
c. Tarif;
d. Pengenaan atas Objek Pajak tertentu;
e. Besarnyva BPHTB yang terutang;
Besarnya BPHTB yang harus dibayar.
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5. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri bila ada.
¢.  Penghitungan pembayaran BPHTB telah sesuai dengan rumus sebagai berikut:
NPOP-NPOPTKP x Tarif 5%.
NPOPTKP sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib
Pajak;

- NPOPTKP sebesar Rp300.000.000,00 untuk hibah wasiat atau waris;
NPOPTKP sebesar Rp320.000.000,00 untuk waris sesuai adat.

d. Apabila tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
telah dilaksanakan, petugas memberikan formulir SSPD BPHTB dan
lampirannya kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran ke Bank
penerima pembayaran.

e.  Setelah wajib pajak melakukan pembayaran akan mendapatkan validasi Bank
penerima dan akan mendapatkan NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan daerah)
maka berkas dan formulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 akan
dikembalikan ke loket pelayanan BPHTB untuk selanjutnya dilakukan validasi
oleh petugas loket pelavanan BPHTB, formulir SSPD BPHTB lembar ke 5 dan
ke 6 disimpan oleh Bank sebagai bukti pembayaran bahan pelaporan.

f. Petugas loket pelayanan BPHTB/Bapenda menandatangani dan membubuhi
tanggal serta stempel pada formulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4
dikolom bagian bawah yang telah tersedia.

g Mengarsipkan formulir SSPD BPHTB lembar 4 beserta persyaratannya sebagai
bahan laporan.

h. Mengembalikan formulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, dan 3 yang telah
divalididasi kepada pemohon untuk selanjutnya oleh pemohon diberikan
kepada:

a. Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak;

b. Lembar ke 2 untuk PPAT/Notaris sebagai arsip,

c. Lembar ke 3 untuk Kepala kantor Pertanahan sebagai lampiran
permohonan pendaftaran; dan

i. Membuat rekapitulasi penerimaan harian untuk dilaporkan kepada Koordinator

Sub Bidang Pembukuan Pelaporan.
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Bagian Keenam
Masa Pajak
Pasal 47

(1) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau
menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(2) Masa pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
ditetapkan sebagai berikut:

a. PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender;

b. Pajak Reklame yaitu 1 (satu) tahun kalender;

c. Pajak Air Tanah yaitu 1 (satu) bulan kalender;

d. Opsen PKB yaitu 1 (satu) tahun kalender; dan

e. Opsen BBNKB yaitu dibayar hanya satu kali saat pertama kali melakukan
peralihan kepemilikan kendaraan.

(3) Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

PBJT atas makanan dan minuman vaitu 1 (satu) bulan kalender;

PBJT atas Tenaga Listrnik yaitu 1 (satu) bulan kalender;

PBJT atas Jasa Perhotelan yaitu 1 (satu) bulan kalender;

PBJT Jasa Parkir vaitu 1 (satu) bulan kalender;

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu 1 (satu) bulan kalender.

Pap T

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
untuk BPHTB.

Bagian Ketujuh
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB

(1) SKPDKB diterbitkan dalam hal tci:;ajpa‘ltspajak yang tidak atau kurang dibayar
berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan;
b. perhitungan karena jabatan karena:
1) Wajib Pajak udak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu
paling lama 15 (lima belas) han kerja setelah berakhir masa pajak; atau
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2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan
atau Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya meliputi:

a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

¢) memberikan keterangan yang diperlukan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang
atau terlambat dibavar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnva masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dan Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang
dibayar untuk jenis Pajak PBJT, atau
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
Pasal 49
SKPDKRBT diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Pemenksaan
ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak
yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
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(3) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jika data baru diperoleh berdasarkan keterangan
tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri.
Pasal 50
SKPDN diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah
pajak vang seharusnya terutang sama dengan pajak vang telah dibayar.
Pasal 51

(1) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD dalam
hal terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
vang terutang.

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan apabila
terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila
ternyata pajak vang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan
pembayaran pajak vang telah ditetapkan.

Pasal 52

(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa
Pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang dilakukan penelitian,
Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 53

(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus diterbitkan berdasarkan
Nota Penghitungan.

(2) Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan
laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan
Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukt Permulaan,

Pasal 54

(1) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, laporan
hasil Pemenksaan Ulang, atau laporan Pemenksaan Bukti Permulaan.

(2) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan,
atau laporan hasil Pemenksaan Ulang.

(3) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan.
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Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian atau laporan hasil

Pemenksaan.,

Pasal 55
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Wajib
Pajak.
Penvampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman

surat; atau

d. melalui elektronifikasi.

Pasal 56
Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan
NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan
adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD,
apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib
Pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajb
Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau
tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan
daerah berdasarkan Putusan Pengadilan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD vang

telah dihapus.
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Bagian Kelima
Penerbitan STPD

Pasal 57

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala

Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk suatu Masa Pajak dalam hal:

a.
b.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebaga
akibat salah tulis dan/atau salah hitung serta kesalahan admimstratif
lainnva;
SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibavar setelah jatuh
tempo pembayaran.
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

Pasal 58

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

setelah meneliti data administratif perpajakan atau setelah melakukan

Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam

rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

(1)

(2)

(1)

Pasal 59
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf c,
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnyva
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Pasal 60
Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wapb
Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/awau
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informasi yang menunjukkan adanyva kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi oleh Wajib Pajak.
(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum
dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD
diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban

perpajakan vang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Paragraf |
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

(1) Bupati menunjuk Kepala Bapcnd};atsli]tgl]( melakukan penagihan pajak daerah.
(2) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap pajak yang terutang dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
banding/peninjauan kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran.
Pasal 62

(1) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yvang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhimyva tanggal jatuh tempo
pembayaran yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding/Peninjauan Kembali.
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(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat
Pasal 63

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampe
dengan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
Pertama.

(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti
penginman surat,

Pasal 64

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai
dengan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Kedua.

(2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Pasal 65

(1) Bupati dapat membentuk tim yustisi untuk melakukan penagihan pajak
dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban
pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran Ketiga.

(2) Dalam rangka pendampingan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak
hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

(3) Tim yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat

perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau vang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan

usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
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(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

memindahtangankan  perusahaan  yang  dimiliki atau  dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penvitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda kepailitan,

Paragraf 2
Surat Paksa

>
Surat Paksa diterbitkan atas Uta:l:sl?s}ljﬁai yang tidak dilunasi oleh Penanggung
Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal
disampaikannya Surat Teguran Ketiga.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah lewat waktu
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran Ketiga
disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Dalam hal tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya
Surat Teguran Ketiga, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya
membayar utang pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan kepada
Jurusita untuk memasang spanduk di tempat atau lokasi wajib pajak vang
bersangkutan yang tidak taat membayar pajak.
Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa
juga dapat diterbitkan dalam hal:
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak.
Pasal 68
Surat Paksa dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang
sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. dasar Penagihan Pajak;

c. besarmmya utang Pajak;dan

d. perintah untuk membayar.

Pasal 69

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan

penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita

Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat

Paksa telah diberitahukan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:

a. han dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

b. nama Jurusita Pajak;

C. nama penerima,

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan

e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 70

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi di tempat tinggal, tempat
usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pihak orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan baik ditempat kedudukan
Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain
yang memungkinkan; atau

b. pihak pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan vang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada

pihak Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan

pemberesan atau likuidator.
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Pasnl 71

{1)  Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Sura
Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung
Pajak atau pibak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat
Paksa dianggap telah diberitahukan.

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain
karena Penanggung Pajak atau pihak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70
tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui Sekretaris
Desa/Kelurahan tempat domisili usaha dan/atau objek pajak dengan
membuat berita acara.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat
usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan
dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di
kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa,

atau dengan cara lain.

Paragraf 3
Penyitaan

Apabila Utang Pajak tidak dilunasi giiaalnzzgung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24
(dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 73
(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak vang berada

di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain

termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang

dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.
(2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. barang bergerak termasuk kendaraan, peralatan elektronik, logam mulia,
perhiasan emas, permata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, uang
tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat
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berharga lainnya, piutang, dan penyertann modal pada perusahaan lain;
dan/atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi
kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik.

(3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas
Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik suami atau istri, dan
Barang milik anak yvang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki
dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

(4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap
Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala
perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab,
Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di
tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

(5) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 74

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan,
antara lain:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta
peralatan memasak yang berada di rumah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari
negara;

d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan
alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang disabilitass yang digunakan oleh Penanggung Pajak
dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah
seluruhnya paling banyak Rp20.000.000,00 {dua puluh juta rupiah).

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
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Pasal 75

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyilaan terhadap objek sita berdasarkan
surat perintah melaksanakan penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap objek sita sebagaimana dimaksud pada ayat (]}
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua)
orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak,
dan dapat dipercaya.

(3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:

a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
¢. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.

(4)  Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara
pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak,
dan saksi.

(5) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara
pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut
dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita
tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi.

(6) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah
dan mempunyai kekuatan mengikat.

(7) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir,
sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari Pemerintah Daerah setempat paling rendah setingkat Sekretaris
Kelurahan atau yang sederajat.

(8) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, berita
acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan
berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan
mengikat.

(9) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat
umum.

(10) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak

dan instansi terkait.
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(11) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada Objek

(1)

(2)

(1)

()

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sita.

Pasal 76
Jurusita Pajak dapat melaksanakan Penyitaan di wilayah Daerah dan di luar
wilayah Daerah,
Dalam hal Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan di luar wilayah Daerah,
Penyitaan dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan Pejabat yang wilayah
kerjanya meliputi tempat objck sita.

Pasal 77
Penyitaan terhadap kendaraan, elektronik, logam mulia, perhiasan emas,
permata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, dan uang tunai
dilaksanakan dengan:
a. membuat daftar barang yang disita;dan
b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
Daftar barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit memuat:
a. jenis barang yang disita; dan
b. jumlah barang yang disita.
Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan
dengan menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita.

Pasal 78
Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung
Pajak yang disimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan dengan
melakukan pemblokiran terlebih dahulu.
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat
secara tertulis kepada LJK sektor perbankan.
Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas:
a. seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
b. saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.
Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
penyampaian:
a. salinan Surat Paksa; dan

b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
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Pasal 70

(1) Atas permuntaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan, pihak LJK
sektor perbankan:

a. melakukan pemblokiran sebesar jumlah utang Pajak dan biaya Penagihan
Pajak terhadap Penanggung Pajak vang identitasnya tercantum dalam
permintaan pemblokiran;

b. memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak;
dan

¢. memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat
pada seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara
seketika setelah permintaan pemblokiran diterima oleh pihak LJK sektor
perbankan dan dibuatkan berita acara pemblokiran.

(3) Salinan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

(4) Pihak LJK sektor perbankan memberitahukan seluruh nomor rekening
keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).

(5) JurusitaPajak memberikan bukti penerimaan atas pemberitahuan seluruh
nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak
kepada pihak LJK sektor perbankan.

Pasal 80

(I) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya
dilakukan terhadap:

a. yang diperdagangkan di bursa efek ; dan
b. tidak diperdagangkan di bursa efek.

(2) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pejabat
mengajukan permintaan pemberitahuan nomor rekening keuangan
Penanggung Pajak dan pemberitahuan saldo harta kekayaan Penanggung
Pajak kepada LJK sektor pasar modal.

(3) Setelah mengetahui nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan

Penanggung Pajak, Pejabat menyampaikan permintaan pemblokiran rekening
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keuangan yang terdapat pada LJK sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada

Penanggung Pajak dan pihak LJK sektor pasar modal.

Penvitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek

dilaksanakan sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan
nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita
dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan
sita;

b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan

c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari
Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Pasal 81

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi

dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam

suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita.

Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama Penanggung Pajak;

b. nama pemegang piutang;

c. nilai nominal piutang; dan

d. tanggal jatuh tempo piutang.

Dalam melakukan Penyitaan terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pejabat melakukan pengambilalihan hak menagih piutang dari

Penanggung Pajak.

Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban

membayar utang.
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Pasal 82
Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan:
a.  melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan
modal pada perusahaan lain dalam daftar yang merupakan lampiran berita
acara pelaksanaan sita;
b.  membuat benta acara pelaksanaan sita;
membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada
perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat; dan
d.  membuat salinan akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal yang
disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
Pasal 83
Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan
jumlah nilai barang vang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.
Pasal 84
Dalam hal Penanggung Pajak merupakan Badan, maka berita acara pelaksanaan
sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
Pasal 85
(1) Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
(2) Penempelan secgel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
(3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. kata “DISITA",
b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan,
atau merusak barang yang disita,
Pasal 86
(1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
a. penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak;
dan
c. terdapat kondisi tertentu.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
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a. barang sitaan musnah karena terbakar, huru-hara, gagal teknologi, dan
bencana alam,

b. penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau
sekutu komanditer/sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham
atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar
dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang
saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud
bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti
kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, serifikat deposito, dan/atau
Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan
Biava Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

d. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau
sekutu komanditer/sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi
dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat
deposito, dan/atau Barang lainnya, vang nilainya paling sedikit sama
dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional
berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak
Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali
Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau
sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh
Utang Pajak tersebut;

e. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana
wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang
belum terbag sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah
menyerahkan Barang lain meliputi:

1. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak;
atau

2. harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;

f. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta
wansan vang telah dibag, telah menyerahkan Barang lain meliputi:
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seluruh harta wansan sesuai dengan porsi vang ditenma oleh masing-
masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
lebih besar daripada harta warisan; atau

harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biava Penaghan Pajak vang
men)adi dasar dilakukan Penyitaan,

g Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa
telah menyerahkan Barang lain meliputi:

I.

seluruh harta anak yang belum dewasa vang berada dalam
perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biayva Penagihan Pajak lebih
besar daripada harta anak vang belum dewasa;

. harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biayva

Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan:atau

seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam
perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya
mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang
bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta
tersebut;

h. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada
dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi:

1.

seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta
orang vang berada dalam pengampuan;

harta orang vang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak
dan Buaya Penagihan Pgjak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
atau

seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta
pribad: pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi
untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam
hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang mendapat
manfaat dan pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;

1. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa
dalam kedudukannya udak dapat dibcbani Utang Pajak dan Biava
Penagihan Pajak;
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J- Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa
Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan
Biayva Penagihan Pajak;

k. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

I. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak vang menjadi
dasar dilakukan Penvitaan telah daluwarsa penagihan; dan/atau

m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Lelang penjualan,
dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari
penjualan secara Lelang;

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan
huruf h merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas
pelunasan utang tertentu.

Pasal 87

(1) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang
diterbitkan oleh Pejabat.

(2) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(3) Surat pencabutan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung
Pajak dan instansi yang terkait, dilkuti dengan pengembalian penguasaan
barang vang disita kepada Penanggung Pajak.

Paragraf 4
Pencegahan dan/atau Penvanderaan

(1) Pencegahan dan/atau rrnyandcl:::tl ggpat dilakukan terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling
sedilat Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dan/atau penyvanderaan dapat dilaksanakan terhadap beberapa
orang scbagai Penanggung Pajak Wa)b Pajak Badan atau ahli waris.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

= e Ty ErW e pee e o W W L By G T B e i e B T S T

=

e W

e el Bl el S TV 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

56-
Paragrafl 5
Lelang
Pasal 89

Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah

dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara

Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. uang tunai termasuk mata vang asing dan uang elektronik atau uang
dalam bentuk lainnya;

b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk; dan

¢. surat berharga.

Penjualan secara Lelang dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas

hari) terhitung sejak pengumuman Lelang.

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan paling

cepat setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. harta kekayvaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK scktor
perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK sektor
perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau entitas lain yang memiliki nilai
tunai,

c. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak
diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;

d. piutang;

¢. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau

. surat berharga lainnya.

Enutas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 merupakan

badan hukum seperti perscroan terbatas atau yayasan atau non badan

hukum sepert persckutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di

scktor perbankan pasar modal, dan perasuransian yang dikategorikan sebagai

lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan
perjanjian internasional.
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(7)

.
Barang yang disita berupa uang tunai digunakan untuk membayar Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Dacrah.

Pasal 90

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Lelang dan

Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat

melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

(1)
(2)

(n

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 91
Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak,
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. objek Lelang musnah,

Pasal 92

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan
Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi
Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak,pelaksanaan Lelang dihentikan olch
Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
Kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung
Pajak paling lambat 3 (hga) hari setelah pelaksanaan Lelang.
Sisa Barang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera
setelah pelaksanaan Lelang
Hak Penanggung Pajak atas barang yvang telah dilelang berpindah kepada
pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Bagian Ketujuh
Kadaluarsa dan Penghapusan Pajak

Paragraf |
Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 93
Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tndak pidana di bidang perpajakan daerah.
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(2) Kedaluwarsa penagihan pajak secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaghan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada avat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
pengakuan.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Pajak

(1) Piutang Pajak Daerah yang tde:;ajt?a:at ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian
administrasi.

(2) Pwtang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:

STPD,

SKPDKB;

SKPDKBT,

Surat Keputusan Pembetulan;

@ n oo

Surat Keputusan Keberatan;

n

Putusan Banding; atau

g Surat Keputusan Pengurangan.
Pasal 95

Piutang Pajak Daerah yang tdak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

123 dapat diajukan penghapusan apabila:

a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
harta warisan atau kekayaan;

=

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

L~ N I~

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

-59.
Wanb Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
Wapnb Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:
1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi;
atau
2. Wa)ib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk
selama-lamanya.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan
penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan; atau
sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 96
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, wajib dilakukan penelitian
olch Tim yang dibentuk oleh Bupati.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menguraikan keadaan Wanb Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan
scbagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagy dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 97
Kepala Badan menyampmkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Tun Peneliti sebagmimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada
Bupat paling lambat minggu kedua bulan Desember.
Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi
bersama instans: terkait dan hasilnya dilaporkan dalam Berita Acara
Penelitian.
Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama Wapb Pajak/Penanggung Pajak;
b. alamat Wajib Pajak/penanggung pajak,;
c. jenis Pajak Daerah;
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d. Tahun Pajak;

e. jumlah pokok Pajak yang akan dihapuskan;

f. jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan

g Alasan dihapuskan.

Pasal 98

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh:

a Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton Tengah untuk jumiah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).

Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembetulan dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
dan STPD yang tidak benar
Pasal 99
Kepala Bapenda dapat membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan
SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.
Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung: dan/atau
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Kesalahan tulis sebagaimana dinaksud pada ayat (2) huruf a berupa
kesalahan penulisan Nama, Alamat, NPWPD, Nomor Surat Ketetapan Pajak,
Jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, Tanggal Jatuh Tempo, atau
kesalahan tulis lainnva yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. kesalahan yang berasal dan penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau
perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
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b. kesalahan hitung yang dinkibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan
pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam ‘peraturan perundang-
undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berupa
kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan  penerapan sanksi
administratif.

Pasal 100

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau
surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan
pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang
perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi
tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang
terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat
ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan
bidang perpajakan tidak benar;

3. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampin
dengan Surat Kuasa,
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(2) Tanggal penerimaan permohonan vang telah dinvatakan lengkap menjadi
dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurr, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan
dinyatakan lengkap.

Pasal 101

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak
atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak
tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d.

Pasal 102

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang
diajukan.

(2) Keputusan atas Pembetulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Surat Keputusan Pembetulan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan
atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah pajak yang terutang; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan
Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan
Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
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Pasal 103

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan
dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum
diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat
mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara
jabatan tersebut,

(3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat
Keputusan Pembetulan.

Pasal 104

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain

yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus

dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat

Keputusan Pembetulan.

Pasal 105

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat
membatalkan:

a. SKPDKB atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi
Dasar Pengenaan Pajak;

b. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya
dikenakan; atau

c. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang
diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(SPHP) atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib
Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bharus
memenuhi persvaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD,

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
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d. diajukan dalam jangka waktu | (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan
pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi
tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

2) dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat
ketetapan pajak atau STPD tidak benar;

3) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi
dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan
dinyatakan lengkap.

Pasal 106

(1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan
sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan
Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 107

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pembatalan yang
diajukan.
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(2) Keputusan atas pembatalan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Surat Keputusan Pembatalan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membatalkan STPD atau
membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah
ditentukan; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir.

Bagian Kesembilan
Keberatan, Banding, dan Gugatan

(1) Wayjib Pajak dapat mengajukan lz:;:'lag: kepada Bupati melalui Bapenda atas
suatu:

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Wayjib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhadap jumlah besarnya pajak yang terutang atau jumlah pajak
yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan wajib pajak.

(3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai jumlah besarnya pajak

o f 0 o p

yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, alasan tersebut
tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
Pasal 109
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 avat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu)
pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
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c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda,

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan
pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga,
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong
atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang jelas;

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;

2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa
Badan

4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa
Badan;

5. fotokopi bukti pendukung lainnya;

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi
dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan
dinyatakan lengkap.

Pasal 110

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan
Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
Kuasanyva dibenitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam
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jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal
penerimaan Surat Keberatan.

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) huruf d.

Pasal 111

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan
pajak yang terutang kepada Bapenda.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan
Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka
waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)
hurufd.

Pasal 112

(1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat
menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan
keberatan.

(2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas
memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala
Bapenda.

Pasal 113

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:

a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan
materi Keberatan;

b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang
berkaitan dengan materi Keberatan;

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada
pihak ketiga vang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
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d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji

data objek dan administratif Wajib Pajak;

e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal
pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga;

f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan
penelitian atau Pemeriksaan.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau
penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman
dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan
peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau
penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap
diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah
disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun
dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan
untuk hadir.

(5) Penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan
dilampiri:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan

b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan,

(6) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada
avat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir
sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan

b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.
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(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang
berisikan sekurang-kurangnya:

a. hasil pembahasan;

b. penjelasan Wajib Pajak;

c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian
kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau penjelasan Petugas
Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain
terhadap pengajuan keberatan;

d. simpulan; dan

e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(9) Tim Penyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan
kepada Kepala Bapenda.

Pasal 114

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
vang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir,

Pasal 115

(1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dan jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi
dengan pajak vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan gugatan pada pengadilan
pajak, maka sanksi administratil berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan.

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada
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Kepala Bapenda dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran gugatan dari
Pengadilan Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
Surat Keputusan Keberatan.
Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan tanda bukti pendaftaran gugatan, atas sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap ditagih dengan STPD.
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

Pasal 116
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampin salinan Surat Keputusan Keberatan,
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 117

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrauf
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 avat (1) udak dikenakan.
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(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajb
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dan jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurang dengan
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 118

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau
pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain
vang ditetapka dalam Pasal 138 avat (1) dan Pasal 146; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan vang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanva dapat
diajukan ke badan peradilan pajak.

Bagian Kesepuluh
Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

(1) Wajib Pajak dapat m{:ngajt.xllzlinml Ilaflzl?mohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dalam hal:
a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak
yang terutang.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia;
diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;

& a0 O

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

72

I dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan
data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajb
Pajak;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagni berikut;

1. fotokopi identitas Wajih Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan; dan

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang
terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan
pembayaran pajak.

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Surat Kuasa.

(3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi
dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan
dinyatakan lengkap.

Pasal 120

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dianggap bukan
sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (2).

Pasal 121

(1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 avat (1), harus dilakukan

Pemeriksaan.
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(2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lJama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:

a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibavar ternyata lebih besar dan
jumlah pajak terutang:

b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumiah pajak
terutang;

c. SKPDKB apabila jumlah pajak vang dibayar ternyata kurang dari jumlah
pajak terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKPDLB sesuai dengan pengajuan
Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 122

(I) Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan
disertai lampiran SKPDLB.

(2) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKPDLB harus dilakukan
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui,
pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Kepala Bapenda atau
pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Pasal 123

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan

kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak vang akan terutang atas nama

Wayjib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya
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Paragrafl |
insennf Miskal Pajak berupa Pengurangan. Keninganan, dan Pembebasan atau
Penghapusan atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Pasal 124

(1} Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentf fiskal kepada pelaku usaha

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada avat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau
sanksinya.

(3) Insentf fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
vang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program
prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.

(5) Pembenan insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2
(dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan:

d. tingkat likuiditas Wajib Pajak;

e. lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempat
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan golongan tertentu, nilai objek Pajak
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sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana
alam, kebakaran, huru -hara, dan/atau kerusuhan; dan/atau

. faktor lain vang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pembenan insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra
mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai dengan
kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan
di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pembenan insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek
strategis nasional.

Pasal 125

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 126

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
avat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal
berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 127

(1) Permohonan pemberian Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan
pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
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d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPD,
SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi
tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;

g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan
pengurangan sanksi adminstratif;

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak
dalam hal dikuasakan;
2. fotokopi bukti pendukung lainnya;

i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
dengan Surat Kuasa.

Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi

dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administratif.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan
dinyatakan lengkap.
Pasal 128

Permohonan pemberian insentif fiskal yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dianggap bukan sebagai

pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada

Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang

mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung

sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan pemberian insentif fiskal tidak dapat dipertimbangkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan

permohonan pemberian insentif fiskal kembali sepanjang memenuhi jangka
waktu sebagaimana.
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Pasal 129

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak  tanggal permohonan diterima, bharus memben  keputlusan atas
permohonan pemberian insentil fiskal yang diajukan,

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan,
mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, pengajuan permohonan pemberian insentif
fiskal dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan
pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 130

Ketentuan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan

pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya secara

Jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Wajib Pajak dapat mengajukan pzar;a;l:(?nlan kepada Bupati melalui Kepala
Bapenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang,
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di
luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak
pada waktunya.
Pasal 132
(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD;
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda,
d. diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) han kalender sebelum tanggal jatuh
tempo pembayaran, kecuali apabila Wajb Pajak atau kuasanya dapat
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menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di Juar kekuasaannya;

e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun sebelumnya;
f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
g dilampiri fotokopi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang
dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
h. disertai dengan penghitungan:
1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besamya angsuran; atau
2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka
waktu penundaan;
i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
1. foto copi NPWPD;
2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa.
Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan
pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada Wajib
Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.
Pasal 133
Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh
Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat
(1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya
penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
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c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan suatu keputusan,
permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 134
Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib
Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga
tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan
pembayaran pajak.
Dalam hal besamya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan
permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang
dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan
penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135
Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa
pajak vang masih harus dibayar.
Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan
Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa
pajak yang masih harus dibayar.
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(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan

dengan mempertimbangkan berakhimya tahun anggaran.
Pasal 136

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak ditetapkan dalam jumlah
utang Pajak sesuai Pajak terutang untuk setiap angsuran.

(2) Besarmya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang
pajak yang ditunda pelunasannya.

(3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0.6% (nol
koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan
saldo utang pajak.

(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan
STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan,
atau pada tanggal pembayaran.

(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap
angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

(7} Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib
Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan
bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga
tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang
belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.

(8) Dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besamya
angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap
angsuran yang telah disetujui; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah
disepakati.
(9) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
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a. Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan
angsuran;

b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan
angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat
pemberitahuan;

c. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran
pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan
persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat
usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.

(10) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b Kepala Bapenda tidak menerima usulan perubahan angsuran dari
Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran
pembayaran pajak dengan:

a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa
angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui
sebelumnya.

(11) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan
angsuran pembayaran pajak sebelumnya.

(12) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda,
wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama
sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Pejabat
Pasal 137
(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas
tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Pasal 138

(1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak
atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data
Pasal 140

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan,
perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ke}gnfuan
peraturan perundang-undangan,

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya
manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

g kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak Kketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g.

Pasal 141

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dituangkan
dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati
para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140
ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati
bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. subjek kerja sama;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-84-
e. jangka waktu perjanjian;
f. sumber pembiayaan;
g. penyelesaian perselisihan;
h. sanksi;
i. korespondensi; dan
j- perubahan.
Pasal 142
(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat
meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana
komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data
dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang
terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Keempatbelas
Proses Kerja dan Contoh Formulir dan Dokumen yang digunakan

Pasal 143
(1) Proses kerja dan bagan alur Pemungutan Pajak Daerah tercantum pada
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang
digunakan dalam pemungutan Pajak Daerah tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 144
(1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
dipungut meliputi:
a. Pelayanan kesehatan;
b. Pelayanan kebersihan;
¢. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
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d. Pelayanan pasar
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang

dipungut meliputi:

a. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air;
penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing;

~e a0

)

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 145
(1) Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi dapat melakukan pendaftaran

dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah
maupun di luar Daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah dengan
menggunakan form model BPD.001.Ret sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian
kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan
dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi
dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala
Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.

(4) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir
pendaftaran.
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(5) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta
melampirkan dokumen yang di persyaratkan.

(6) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

a. fotokopi identitas diri;

b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan

c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait.
Pasal 146

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun
anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek
retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran
data dalam 1 (satu) periode tertentu.

(3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 147
(1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:

a. SKRD; atau

b. dokumen lain yang dipersamakan.

(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh

Kepala perangkat daerah.

Pasal 148
(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal
ini Perangkat Daerah pemungut retribusi untuk mendapatkan jasa
pelayanan dengan menggunakan form permohonan model BPD.002.Ret
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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b. Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan permohonan jasa
pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan
menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan
Retribusi Daerah sesuai Form 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dan
c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Perangkat Daerah pemungut retribusi menetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form model
BPD.003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
2. Lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah; dan
3. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut
retribusi.

(2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak
mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap, maka Perangkat Daerah pemungut retribusi mengeluarkan
kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

Pasal 149

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b dapat berupa:

karcis;

kupon;

kartu langganan;

surat perjanjian (kontrak/perjanjian);

nota penetapan

surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan

elektronik (Kanal/Dokumen Digital).

me pn oop

(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan
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Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan
retribusi.

(3) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dampai dengan huruf f, harus mendapat persetujuan
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau pejabat
yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.

(4) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. logo pemerintah daerah;

cap perangkat daerah pemungut retribusi;

nomor dan seri;

nilai nominal;

nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan

Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
f. Kode/Perforasi sebagai alat Pengamanan.

(5) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa

o pp o

legalisasi/Perforasi oleh Bapenda.

(6) Setiap perangkat daerah pemungut retribusi harus mengajukan permohonan
pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling
sedikit:

a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
b. nilai nominal;

c. nomor dan seri; dan

d. keterangan lain bila dianggap perlu.

(7) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada perangkat daerah
pemungut retribusi.
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Bagian Keempat
Pembatalan Penetapan Retribusi
Pasal 150

(1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a
dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman SKRD disertai dengan alasan-
alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan
Inspektorat dan Bagian Hukum serta Kepala Bapenda dimungkinkan untuk
melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas
objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani
bersama.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat
Daerah pemungut retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima,
kepada Perangkat Daerah pemungut retribusi harus menerbitkan surat
pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi
sebagai pemohon pembatalan SKRD.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi yang penetappaz:ln;:l melalui SKRD, dilakukan dengan

menggunakan SSRD sesuai model BPD.011.Ret. sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-90-
1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib
Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
2. lembar ke-4 pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi yang
bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.

c. SSRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan
pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima atau
melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama
1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.

d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang waijib
membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas
penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian:

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
2. Lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
3. Lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi.

f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada OOPD
Pemungut Retribusi yang bersangkutan;

g OOPD Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD
sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD; dan

h. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu/Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut
Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan
paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 152
Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib
Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.
Pasal 153

Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) melalui Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut

dilaksanakan sebagai berikut:
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o Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesund dengan nilai nominal
yang tercantum dalam dokumen yang diprrsamakan kepada Bendahars
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah permungut
retribusi;

b Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimasn Pembantu Perangkat Deernh
pemungut retribusl wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada
Wajib Retribusi scbagai tanda pembayaran retribusi:

c. Peranglat Daerah pemungut retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana
dimalaud pada huruf b;

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangiat Casrah
pemungutl remibusl menyetorkan hasil pungutan recribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf b secara bruto kepada Bank Penerima dengan
menggunkan form S3RD sesual model BPD.011.Ret sebagmimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan

e. Penyrtoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilakuksn oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
COFD Pemungut Retribusi paling lama | x 24 jam sejak sant diterimanya uang
retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 154

{1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar
retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan
permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah pemungut retribusi dengan menggunakan form model BPD,004. Ret.
sebagaimana tercantum dalam Lampian 1l Peraturan Bupat! ini.

(2} Permchonan pembayaran angsuran sebagaiman dimaksud pada ayvat (1),
disjulkan paling lambat 10 [sepuluh] harl sebelum jatuh tempo pembayaran
yang tercantum dalam 3KRD dengan disertni alasan-alasan yang dapat
dipertanggungiawabkan.

{3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menyampaikan
usul kepada Bupatl untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

(4] Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati,
Perangkat Dasrah pemungut retribusi menerbitkan keputusan penclakan
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pembayaran angsuran, dengan menggunakan form model BPD.005.Ret.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui
Bupati, Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan keputusan
persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model
BPD.006.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

(6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang
sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai
ditetapkannya SPARD.

(7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaiman dimaksud pada ayat (5) Wajib
Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan
pembayaran angsuran dengan menggunakan form model BPD.006.Ret.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

(8) Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form model
BPD.007.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terlampir dalam rangkap 4
(empat) dengan rincian sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat
untuk membayar retribusi;

b. Lembar ke-3 pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi
sebagai alat kendali pembayaran, dan

c. Lembar ke-4 diberikan kepada Bapenda.

(9) Perangkat Daerah pemungut retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.

Pasal 155

(1) Delam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan
jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat
mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dengan menggunakan form
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model BPD.008.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan
dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menyampaikan
usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan
persetujuan.

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan
keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form
model BPD.009.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati
atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah pemungut retribusi
menerbitkan Keputusan Persetyjuan Penundaan Pembayaran dengan
menggunakan form model BPD.009.Ret. sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (S5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

(7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (S) Wajib retribusi membuat surat pernyataan penundaan
pembayaran dengan menggunakan form model BPD.010.Ret sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(8) Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan SKRD melalui Bank
Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan
Pembayaran.

(9) Perangkat Daerah pemungut retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketetapan retribusi.
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Bagian Keenam
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 156

(1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan
menggunakan form BPD.014.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dan

b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan form model
BPD.014.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari
setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan
kewajiban pembayaran retribusi terutang.

(2) Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari
setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

(3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;

a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;

b. Lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi, dan

c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Pengembangan dan
Pengawasan.

(4) Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan STRD dengan
menggunakan form BPD.016.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila
retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo
yang telah ditetapkan dalam SKRD.

(S) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan
batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Wajib Retribusi
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dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 157
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
Pasal 158
Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:
a. secara langsung

b. pos;
c. surat elektronik; atau
d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 159

(1) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuban kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk tuyjuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit untulc
a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;

b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan.

Pasal 160

(1) Dalam pelaksansan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195,

Wajidb Retribusi yang diperiksa wajib:
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a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dan/atau
¢. memberikan keterangan yang diperiukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159,
Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan; dan
¢. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau
penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi

Paragraf 1
Kadaluwarsa Penagihan

(1) MMM&&MW&MW“M
melampaui waktu 3 (tiga) smhun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jilka Wajib Retribusi melakulkan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi secbagaimana dimaksud pada ayat ()
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pemgakuan utang Retribusi secara tertulis dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-97-

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 162

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
diaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(3) Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian administrasi dan
penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Tim bertugas melskukan pengiajian Administrasi dan Penelitian Lapangan
terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang
Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi.

(S) Kepala Perangiat Daerah dapat melalukan koordinasi dengan Satuan Polisi
Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawal Negeri Sipil Retribusi dan
Juru Sita mendampingl Tim dalam melaksanakan tugas.

(6) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

(7) Hasil Pengajian dan Fenelitian Tim disampaikan kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Dacrah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit
memuat:

a. nama wajib retribusi;

b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;

¢. nomor pokok wajib retribusi;

d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat
keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan
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pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda;
e. jenis retribusi;
f jumilah piutang retribusi;
g masa retribusi atau tahun retribusi;
h. tindakan penagihan yang pemah dilakukan;
i alasan penghapusan piutang retribusi; dan

Pasal 163

(1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan
oleh Tim, OPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi untuk
di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2) Usulan Penghapusan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terlebih dahulu diverifikasi oleh inspektorat yang dituangkan dalam bentuk
Berita Acara Hasil Verifilkasl.

(3) Berdasarkan Berita Acara Hesil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapian dengan leputusen Bupati tentang Penghapusan Piutang
Retribusi.

Bagian Kesembilan
Keberatan Retribusi

(1) Wajib Retribusi dapat -ﬁ':l::“m Keberatan atas SKRD
kepada Bupati melalul Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah
pemungut Retribusi.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 3 (tiga) bulan scjak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan
perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.

@) Berdesarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dapat
menugaskan tim untuk melakukan penclitian penyelesaian permohonan
keberatan.
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(4) Tim yang bertugas untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

(5) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas
memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala
Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Pasal 165

(1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam
jangia waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal permohonan
keberatan diterima harus memberikan keputusan persetujuan atau
penolakan.

(2) Apabila dalam jengia waktu 6 {enam) bulan sejak permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat
Daecrah pemungut retribusi belum/tidak memberikan keputusan, maka
keberatan dianggap diterima/disstujul sesuai dengan perhitungan Wajib
Retribusl.

(3) Keputusan Kepala Bapmnda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi
scbagaimana dimaksud pade symt (1) depat berupa menerima seluruhnya,
sebagian, menclak atau menambab letetapan retribusi.

Pasal 166

(1) Jika pengajuan leberatan diterima ssbagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembaliican dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6 % (nol koma enam perssn) per bulan dihitung dari retribusi yang lebih
dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh | (eatu) bulan.

(2) lmbalan bunga scbagaimana dimaksud pads ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunssan sampai dengan diterbitiannys SKRDLB.

Bagian Kesepuluh
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 167
(1) Waid Retribusi dapat mengajulan permohonan pengembalian kelebihan
pembaysran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atau Kepala
Ferangkat Desrsh pemungut Retribusi dengan menggunakan form model
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BPD.012.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 168

(1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203
diterima harus memberikan keputusan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui
Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi tidak
memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala
Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam jangka
waktu paling lama | (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan
menggunkan form model BPD.013.Ret scbagnimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 169

(1) Atas permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), Kepala
Bapenda atau Kepals Perangiat Dasrah pemiungut retribusi dapat melakukan
pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.

(2) Apabila berdasarian hasil pemerilasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permohonan dapat diterima/disetujui Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat
Daerah pemungut retribusi menerbitican SKRDLB dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan ssgjak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima /disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) ranglap dengan rincian sebagai
berikut:

a. Lembar ke-1 untuk Wajid Retribusi;

b. Lember ke-2 untuk Perangkat Dacrah pemungut retribusi; dan

c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Pengembangan dan
Pengawasan.

(3) Apabila Wejib Retribusi mempunyai utang revibusi lain, maka keiebihan
pembayaran dalem SKRDLB schageimena dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi utang rewribusi lain tersebut.
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Pasal 170

(1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi
melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran
SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2).

(2) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui,
pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati atau pejabat yang
ditimjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen)
per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12
(dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi

(1) Bendahara I'mumlnmh::-lpelu:m Pembantu Perangkat Daerah
pemungut retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan
dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:

& nama dan alamat Objek Retribusi Dan Subjek Retribusi;
b. nomor dan tanggal SKRD

c. tanggal jatuh tempo,

d. besamya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan

e. jumiah pembayaran.

(3) Dokumen yang dipereamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:

a. jenis, nomor eert;
b. tanggal pengembalian dan Bapenda
¢ tanggal penggunaan
d. jumish yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor, dan seri;
¢. nilai nominal; dan
f. stok.
(4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedildt:
a. tanggal penerbitan STRD;
b. nomor STRD;
c. alamat objek dan subjek retribusi, dan
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d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.
Pasal 172

Perangkat Daerah pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan

form model BPD.017.Ret dan form model BPD.018.Ret. sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan

tembusan kepada Inspektorat tentang;

a jumiah ketetapan retrbusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan
STRD yang memuat rincian sebagai berikut:

1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
2. jenis retribusi;

3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD,

4. tanggal jatuh tempo;

5. besarmya ketstapan dan sanksi; dan

6. jumlah pembayaran.

b. Jumiah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara
Penerimaan Perangkst Dasrah pemungut retribusi berdasarkan dokumen
yang dipersamakan yang ssemuat rincian ssbagai berikut:

1. jenis retxibust;

2. nomor dan seri serta niisi nominal; dan

3. jumish uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas
Dasrab atau tempat lain yang ditunjuk.

Dalam hal ini pembayasan/penyetoran dilakukan melalui Bank Penerima,
Bank terecbut harus melaporian kepada Kepala Bapenda pada akhir hari
kerja bersangicutan
Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnye melaporkan kepads Bupsti tentang jumiah uang yang telah
diterima dani Bank Penerima.
Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pemungut
retribusi dengan diketabuii dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah
pemungut retribusi menyampeaikan pertanggungiawaban selurub penerimaan
usmg retribusi yang dipungat dengan menggunakan dokumen yang
dipersamakan kepada Bupati delem hal ini Kepala Bapenda paling lama
anggal 10 fsepulub) bulan berdantnys
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Bagian Keduabelas
Pemungutan Retribusi Yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

Pasal 173

(1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak
Ketiga.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan Pihak
Ketiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

(1) Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama pemungutan retribusi
daerah adalah:

a. Kepala Perangiat Dacrah pemungut retribual; dan
b. Pihak Ketiga

(2) Bentuk kerjs sama pemungutan retribusi deerah dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerja sama.

Pasal 178

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilaksanakan
berdaserian pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi
dengan tidak menambah beban Wajib Retribusl.

Pasal 176

Tata Cara Kerja sama Pemungutan Retribusi Dacrah yang dikerja samakan dengan

Pihak Ketiga scbagai berikut:

a. Kepala Perangkat Deerah pemungut retribusi atau salah satu pihak dapat
memprakarsai atau menswarkan rencana kerjasama;

b. Apabila para pihak scbagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana
kerja sama tersebut dapat ditinglatian dengan membuat kesepakatan
bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit
memuat:

1. subjek kerja sama;

2. objek kerja sama;

3. ruang ingla:p kerja sama;

4. hak den kewegiban para pihak;
S jangia wakt kerja sama;
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6. pengakhiran kerja sama;
7. keadaan memaksa; dan
8. penyelesaian perselisihan.

c. Hasil kerja sama pemungutan retribusi daerah wajib disetorkan ke Kas
Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

d. Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketigabelas
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional
Pemungutan Retribusi Daerah
Pasal 177

(1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional
pemungutan retribusi.

(2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang
pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan
memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di
masing-masing Perangkat Daerah pemungut retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan
retribusi di masing-masing Perangkat Daerah pemungut retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

BAB IV
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 178
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
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(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa
Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NFWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan.

Pasal 179

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178,
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarmya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178,
Wajib Pajak yang diperiksa berhak:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau
penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
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(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua
Pelaksana Pemeriksaan

(1) Pemeriksaan sebagaimana dlmall::?ll ﬁam Pasal 178 dilaksanakan oleh
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tergabung
dalam Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

(2) Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Bapenda dengan menerbitkan
SP2.

(4) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk satu atau
beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak terhadap satu
Wayjib Pajak dan Wajib Retribusi.

(S) Dalam hal susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
diubah, Kepala Bapenda harus menerbitkan surat yang berisi perubahan Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

(6) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dibantu
oleh tenaga ahli, tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang
diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan
Pasal 181

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaksanakan
sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang
harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. standar umum Pemeriksaan;
b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
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c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
Pasal 182

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus dilaporkan dalam bentuk

LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang
diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Petugas
Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang didukung temuan yang
kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan perpajakan dan retribusi, dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi daerah paling sedikit memuat:

penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;

data/informasi yang tersedia;

buku dan dokumen yang dipinjam;

materi yang diperiksa;

10. penghitungan pajak dan retribusi terutang; dan

11. simpulan dan usul Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah.

O NG s LN

Bagian Keempat
Penolakan Pemeriksaan
Pasal 183

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, kuasa dari Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi menyatakan
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
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(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara
penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi tidak ada di tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya;
atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Petugas Pemeriksa Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat melakukan Penyegelan.

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu yang ditetapkan,
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak
memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang
bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak
untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak
Daearah dan/atau Retribusi Daerah meminta pegawai atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi menolak untuk menandatangani surat penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita
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acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Bagian Kelima
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan

(1) Hasil Pemeriksaan harus dlbl:anszhlua:an kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan
hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau
Retribusi Daerah secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa
pengiriman lainnya.

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak
untuk menerima SPHP, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan
menerima SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan
menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa
Pajak Daeerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan
menerima SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 185
(1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib memberikan tanggapan tertulis atas
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1) dalam bentuk:
a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
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b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak
menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat melakukan perpanjangan jangka
waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(S) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau
jasa pengiriman lainnya.

(6) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau
Retribusi Daerah membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan
tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 186

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) kepada Wajib Pgjak atau Wajib Retribusi
harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui
penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak:
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a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) atau ayat (3); atau

b. berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2), dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah secara langsung

atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Ulang
Pasal 187

(1) Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala
Bapenda.

(2) Instruksi atau persetuyjuan Kepala Bapenda untuk melaksanakan
Pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data
yang semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak atau retribusi yang
telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau retribusi sebelumnya,
Kepala Bapenda menerbitkan SKPDKBT.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang
dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Pasal 188

Bentuk, isi, tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan

dalam Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 189
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan Bupati yang
berkaitan dengan tata cara pemungutan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 190
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 12 Januari 2024
2 B Bﬁhﬁn BUTON TENGAH

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 12 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

KABUP,

KOST. US BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 545
PENJELASAN UMUM PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Petugas pendataan yang dimaksud adalah pegawai pada bidang

pendataan yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (S) Rentang hari yang dimaksud adalah hari kalender.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-114-
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk yakni bendahara atau bagian keuangan.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

- y |
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Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal SO
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Petugas pendataan yang dimaksud adalah pegawai pada bidang pendataan

yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
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Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas,
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Culaup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
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Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024

NOMOR 545
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Lampiran [ ¢ Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor ‘... Tahun ...

Tanggal S

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Gersamata Nomor 5, Kabupaten Buton Tengah
" H il L pemd 0 onilcneahdame COID il

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Swlain yeoy divd oleh petugas fusglan yang Sacsir)

@iyl oleh wajb pajek
B=ri tanda cllarg pada kolom yang yesus

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1 msmvsas  [T] 1 sevamenoen [0 2 remsessiran Dsta [ 2 rengrapussn 0sts

»h s ¢ 2L DIsA wo.
2 wor OO0 oD o oo 8
(.

T Rammus
! I A N A r‘%’luullll

B, KELURAMAN/DESA | 3 10 N7
I N N I O O I EIEED

1. sans [ rreman O 2remem [ 3pesgoiots [ 4pematai [ sseghena
12 PeEERAAN (mEL T mEL L [ 3 pensturan [0 +motmm O st
13 MANA SUBIER Pasx 14 WPwrD
I R N T O A e O I O O O O O
15 man ous 16. NO. TELEPON
1 |

18 KW 18, AT

17 KELURAHAN/DESA
N A N A I O |

20. KECAMATAN
I NN N (N 0 N I O I O

11 CABUPATER/KOTAMADYA-XODE POS
N T I I A IO N I A

22 NOMOR KT

1. w0 SERTIwAT OI1TT1] M. ZONA NLA TANAN -]
25, UanS TANAN (V2) it ri iy
26, NS MAK 3 s e [ 2 Guna sangunan O romwene [] arsa O s weiie
mramemmsaresar [ ] 1] 11T 1)
26 10 TANAR ) 3 vamat « [ 2 tevingan [ 3 vann [ 4 rasimes

Bang.nan S Bangun Kosomg ymum
Camtas *) Vg pery sevaty miats bera! dan g35 330 Lang penshun

Oyt by be Aalpenoe Berbudaps
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[ PERNYATAAN SUBJEK PAJIAK
Sayn marryataten bahws Informay yang trish srys berdan datam formutie int Larmatub armpirar vy sdaieh beras, jols dan lengiap
menurat keadasn yarg sebenarny, sens! dengan pasal 10 ayet (D) Perdo ..
B0 NAMA SUBIEY PAMX/ ¥1. TANGEAL 52, TANDA TANG AN
ELIASANTA
- Doatam hal bertindak saleby huass. Serst kuans harsp dlampinan
+ Dl bl Subjek Pajsk mendaftarkan sendinl Objek Pajsk supays menggambarkan Sket/Dansh Lokas! Objek Pafsk
- Bame waktu pewgrmbslion SPOP | LSPOP 30 (tiga puhin) harl sejsk dterims oleh Sabjek Pajak
|
PETUGAS PENGATA MEHGET AU PEIABAT YANG BSFWENANG !
12 TSN e/ DO [ OT13 | o wesemoumamon 13 1O OIT117
B4, TAMNDR TANGAN 34 TANDA TANGAN 1
35 NAMA JRLAS 25, NAMA JELAS
L LI I TTITTT 3% HINEEEREEEREN
SKET / DENAH LOKASI OBIEK PAJAK
KETERANGAN .
- Gambar Shet [ derah lokam Objek Pajak Contoh Penggambaran
[ p———— |
Jaios proteko), jalan linghungan dan lstn-lin yang talan Kampung ..
ouah diketatns oleh mum
Letatan, tamor don bavat Kamo Ah {oP)
i NOP L St (NOP)
Burtan
wOP
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LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ]"ﬂ"""" ED_D:ILEED_
LOSTMSAS  [] L Peckaman 0o [ 2 pemiteatoiesn owa (] 2 rengrapann oa
[ 4 rertsaavntvty
- m REC ﬁ BOK HO. URuT ﬁ iru::ﬁ -
L IDENTITAS OBIER
JANS PENGGUNARN 1 Peramatan 1 pertanonn 1 Pebre
BANGUNAN (/PB) 4. Toko/spotiinis Esm 6. Olah raga / refrvasi
1. Hote!/rest/wlsma 8. Benghe!/pucang 9. G4, Pomeriatah
10, Laiviain 11, Bang, Ték. Kova pank 12 barg, Pk
11. Apart /Xondeminym 14. Pompa bengin (kancpl) 13. Tanghd minyak
16. Gedung Sekolah
. RONDS VUM 1. Sangatbak Orw O 2 setrng ey
7 THON SELESAL BANGUN . THI, OIENOVASI L 1]
1l, DATA XOMPONEN UTAMA
B AN LTRANG 16, Termasuk bosement) o owLusser [
11 LUAS BANGUNAN E m Ruangan kamar /it apartemen /99 7.5.13), pobril/gudang, kanopl
(5e31 Basemen) m s
12, LUAS T, BASEMENT " pomus [os [Clowen oo [Jow
1l DATA KOMPONEN MATERAL
Do e [t
15 AT Cua wu O mo[TT] [Ceeon smu[TT]
DINDING LUAR ek
Ormee me[T1] Ow e[ T1J [Oe =[11]
Vit Cakom Celcom
T D w11 Owa  wx[TTT] &
DINDING DALAM oo o, paper
Oea  me[TT) Cleam a1 TT7
Tokal Bsm, Impor Bsm.
COwere o[ T 1] [ O mnTTT]
tmpor e, loial L
Ce  woTT] [ Cuwes s TTT] [
lokat on. - -
Ce mel TT] [
U vars Ol me[TT] part e[ TT] [Jue s TT]
M D eI O w0 Ow = T0
Chme  mo(I0) Oew  welTT]
18, LANGITLANGHT D:::lm wi[ TT] - Ol e TT] B;
D:r“.;“ w1 1] B; Clewme sex T E:*
- [reattenn D::'"’""” [sera prioronng [aenterg ranan e
20 PENUTUP LAVIA ::. e 5" d “":".':" '"EES“
. oot
Crme =TT [ O walTT] Lo
Cowe =TT O Ot wolTT] F
O T O D wa TT] [
Oue  mx[T1] Chuw w111
o souraby
O salTT] P Dl el TT] v
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V. DATA ROMPONEN FASILTAS
21 FUMUAS B DAYA
x o ([ITOw [0 O s wim (T (O O |
¢ho LTI e (0] O ¢ o [ |
2 AU by [ Jem bohay ] 1
B oAATR + utedtn b tesnoar [ Jom |
«won v COITF e [0 O e OO0 w OO O
=::“ED:D g (1] O eow [TTTI rw [T] O
e [TTT s we T O
B SSTEMIV pe——
o wey (TTTT1 . ssruamonus [
it i oo [Jo ssmiebsionn
(X B:l::} IIITT3 Os e b meton 20 RISERVOR |
25 UNUAH SALURAN O 30. DAYA USTRIC TERPASANG srowerm [
i CCTTTTITIT] we 3 ST NGO
13 VOGO NTERIOM M. EEDALAVAN LAk O
B:‘M COITTT]  sweaswss [T T e
. x5 st [
5. MOUM RENARG 27, JUMLAM LAPANGAN TENS 30 LUAS PERKERASAN AL
T
e [T v Ll 'E‘ET- won (LTI T
i [ovee b [T i (LT
Dew s s [ e | e EEEE
V. DATA TAVBAWAN UNTUX BANGUNAN SELAIN GEDUNG L
L PAADARYS IGLOMNG)
nrg  [TT]e Q@we [TT]= Toe [ Jtongan
berarg Bsﬁu
ew [TITTTI e
. mupowsBeN Qe [
T msaco v wrs  [Jowsuan o [ ] 1] ] Jw
[CJoweah tansn
VL FENILAAN NOIVIDUAL (x 1000 R)
46 MLA SETEM HEEEEEEREN enumomoun | § P LT
VI DENTITAS PENDATA ] PLIABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENGATA MENGETANUI PEIBAT YANG BERWENANG
emwwewoesw  [TTTTTTT]
@ 6L POOUTMN EETINEVINE S3.TEL PRGN O
0 TAVDA TANGAN 54, TANDA TANGAY
S MRS 55 NAMAJEUAS '
DN HEEENNEEE 5% NP HEEERERRN
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Lampiran Ill : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor i« Tahun ...

Tanggal

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

e . - i
'
W POV ENTARAR §ABRET Y B TOR TENG AN - e v
BADAN PUSCATATAN CAZRAMN — - -
1 B A b ———— s e R
) —— A
{
|
LURAT PTAMIEE Tareuasy PaME CatBAM |
e, {
DALAS MAKAN AN DAN WINUMAR |
| Mrrtites Wais Pyas |
e ——— N !
- i
o
— . e !
— ey S— i
|
m— > ae H
|
B Bemtes Onpen Fojas 1
P —
}
T e 1
|
-
|
. — ¥ . {
[ [E— 1
]
[ — [ro— H
i Bowins Taed Toroneny !
- - — e - A - 1
. S ———— [— B
|
- [ag— i
\
L —_— —  — - - -
. S By TV L n
P - 1
DR — N's i
- —_— - » s
- m— tmt ey e w fm— - -
v Dots Ponicn g |
e I —
R —
e e et B -
-
—_— e T R e T SR L 25 o e
- - -

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-124-

Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibat lermasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa
?emwldoh saya bentahukan di atas, serla lampiran-lampirannya adalah benar dan

Petugas Penerima,
Labungkari, ........................
Wajib Pajak/Penanggung Pajak
Nama Jelas/Tanda tangar/Cap

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-125-

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Juan Gervarmata Norvr & Katupater Buton Tengah
Fade Pos o-miil pemda_busoniengah gmad com. Labueghas

g PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET

........................

a. Objek Pajak :  Sarang
Purmo Walet b. Jumiah Gedung SBW

€. Kondisi Gedung SBW : 1. a Jumiah Lantal

¢. Tinggi Bangunan : .....cccconneee M2
dUsrk .o KWH
2 a. Jumiah Lantal
: b. Luas
Bangunan e M2
¢. Tinggi Bangunan S— " ]
d. Listrik ameiscsmaise KWH
d Alamaiilokasi Obyek
e RTTRW LT T  Kode Pos
e. Kelurahan / Desa
1. Kecamatan :
g. Kabupaten : Buton Tengah
h. TMT Operasi :
I. NOP PBB
L. Data Wallh Palak
a. Nama Wajd Pajak
b. NPWPD
c. NIKINPWP
d Alamal
RT ........ RW ... Kode Pos
e.Kelurahan / Desa
F.Kecamatan
¢- Nomor Telepon
Hil. Keterangan Lain-lain :

Dipindai dengan CamScanner
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4 s Paramargon :
3 Jergee W, Pemgaargan ‘| mngoe e targpe
B »
e g ORI
O
ch-nu—-u-n lll.-w
S - ; f S P N TRy - S S— -J

Deoes merjaden wimeteyg sha segan sxbel termasd 1aui-awke etus Gengar betertuan Peandangundangsn
SEYS MuryEsn DM 54 Jang heh sapd bertanbar @ s Deserls lsmpTan-AeTorannyd edslsh benar dan lenghap

Latnghan ».

Petgm Pememna. Wad Papst | Peaeggung Pagsh
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PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

e Gursamats horw § Wtnpatet fumn Tengeh
Kol Fon e~ S RATRUR LT (T JOSPS

= s
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK REKLAME
Nomor
TUus Vst
1_Nama pervik
flAisman
3 Kelurahan
4 _Kecamalan
S Kola | Kabupsten
& Novw Tewpon
TN T=d
1. Noma Petuashaan / Beo
|2_Aemat Penmghaan * Bro
3 Nema Pemus | Perargourg
[4_Algmat
3 Katurghan
b Mecamatar
T Kots + Mabupaten
8 No Tewyor P/ F oy
9 N WPOWP
10 E e
"W e Tl
L e uo* Dch—
nll- D.*.__-_
— —
2 At N eroa Fe e g

& haew | emar

& R e

€@ bt

® Kot Bafwg ohn

1 U Reisse

P urgang o § Lot - o
Pumgang ™ ¥ et - -
Purpery o X Labar -e [ 4
Parerg = A Lebay -me -

-

JAI A | AD RE vl AME -
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5 Kalm bsten Tengad
Bostr l'on v wucu  powsta b vgate @ roen  Labnssghon

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S G ~

s ——
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAM
PAJAK AIR TANAH (PAT)

! Data QLck Paak
a Otyek Pagar © Nr Tonah
¢ Kedsaman Semur D ) Sumwrd ... m/Novak .. .. 'NoMeg: ...

NGumr®: ... m/Novek: . . INoweg: .. .
4) SumeWV .. . . .m/Nowk: _ ... ./Neeg ......
S) BumrV . m/Novak _ . /Nomg .. _ . .

d Jorian Permard satan —— ... o] ndan
¢ Tuan Perardaran 1) Rumah Tanggs

8 Nera Vgt Pas ! - e o Pt b S i s = . ASAAS A S 2 S8 St
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13, & Faslitas Paner - Ada/Tidsk ade
b Kapastas Pay ) Mobdl. ... .. .. udl

c Porgeicle Paer - ...
d Dpungust Bayaran  ©  YaTidak

4 Jerws Pertzioan . & lonPartwesta Nomor . .. masa berfalay ..

e nReklame . ... ... Masdborighy..........

D ¥eteraogan Lam-lain ©

Dengar menysasn seperudnya san woas sabat lormasuk sanks-sanksd sesuai dengan
tglerfaan perandang-undangan yang berlsku sya memyatakan bahwa spa yang \elah says beri
Bhaan ¢ s besorls lampranlarprarrya adaiah benar dan longkap

Labunghan, ... ..o

Prasgas Perwoma Wi Puph/Perangung Pajeh,

Noma Jelas/T anda tanganvCap
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2. Joms Hdurmn

4 Luss TarahDanguran
5 Luas Tempat Ussha

€ Statue Kepemiian
Tempa Usara

i
l

-130-

a Tontonan Fim_ golongan bioskop . . .
b keservan, musik, tan, dan/atsu
¢ Kontes kecantikan
d. Kontes Bina Rage
e Pameran
! Perumpukan, Swkus. arobat. dan sulap
¢ Pacuan kuda dan periombaan kendaraan bermotor
h  Permainan Kstangkasan
\.  Omafvaga permainan dengan mengounakan lempatruang dan/afeu
peraistan dan perienghapan Untuk olahvaga dan kebugaran
L HbuanLeroys .
Rutiningidentat
Tanah . m Dangunan . N
w
a M Sendn
b. Sowe / Kontrgh
- Dam Uard
adem - sdpm___
b Jom . sd jam .. - ——
c Jarm — 8d jem . . - .
a Tast¥Waros Rp }
® Mengpurusan Cover Charges Rp
¢ Karu Angootadlenoers Card Rp J
-T-' Karrar | Rp !
b Kamar | Rp i
n - Wamae { Rp [
& Kamar ( Rp /
8 Gomte
b G Regete
4 :
L
b Tie
¢ Jusish ut
a
a Jomigh Tergai Dutek _. .. .
b Jomishblegn .. .. . .
C© Jumiah Meja e et
O Jumigh Jahy
e . . >
a e
| - i -
e -
]
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PEMERINTAN KABUPATEN BUTON TENGAH
DADAN PENDAPATAN DAERAH
lan Gernamata Nomor 3, Kabupaten Buton Tengah Kode Pos
-e-mirll - pemda_butontengalmgmall com  Labunglkan

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK JASA KESENIAN DAN

HIBURAN
Nomor -
(Do gio patuan)
L.Dala Obich Palah
1. Jenss Permohonan [J Pendattaran Baru (J Perubahan Data
2. Nama Pemilik Usaha -
Alamat
RT ... RW KodePos ...
4. Kelurahan / Desa
3. KeCAMBIEN 1 i e e e e e
6. Pekenaan
7. Nomor Telepon D ambettesieeciussaisebeacasnabestansisseseidhan sut tnsscase e sames s e Ha e b n e .
B. NIK oot tmsere st setas i tms e s s ban s s sae arsmetavasaRnd s st ki
8. NOPPBB D memsecsstiisessasensesesnssase (ORI IR ARt st naeresaneb sorrasnsaseabereneen peeE -
1. Data Wajib Pajak :
1. Nama Badan Hukum - -
3 NPWPD/NK
‘ m ................................................................................. Jawab Usaha
5. Alamat
6. Kelurshan/Desa
7. Kecamatan
6. Nomor Telepon .
O
1 Stahus Usaha 1 Induk 2. Cabang
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-

Nama Jelas/Tanda tangan'Cap
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PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Gersamata Nomor 5. Kabupaten Buton Tengah Kode Pos
2-m@ . pemda_butontengah@omafl com  Labungan

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK JASA PERHOTELAN

(Ouw cieh petuges) -
L_Data Obiek Palak :

1 Jenis Permohonan O Pendafaran Baru O Perubahan Data

2. Nama Pemilk Usaha . .

B AIIMBE D ieevieiinre e ere et i st earandananie el ben seracssaasnans arane
RT RW ....... KodePos ..................
4 Kelurahan!/Desa .
O KeGBMBMN 0 L e ssrssam s s s se e dhanti s amesassesaasgariing onns
L U PR
T. NOMOTTEIBPOR 0 o iiiieiiiteioriieiamiseesisseriomeere sassasnrses sasbs s semramenns coscasnsane
8 NIK
9. NOPPEBB . s
|
1
2
d
4
8.
6.
8.
£ Oata Usaha © O
1. Status Ussha E] 1. Induk |:| 2 Cabang
Kashikasi Holel 1. Bintang Lima Beriian 7. Melati Tiga
& | 2. Botang Lime 8. Melati Dua
3. Bintang Empat 9. Melat Salu
4. Bintang Tiga 10. Rumah Koat.
5. Bintang Dua 11.
6 Bintang Selu 12
5. Status Kepemilikan . @ Mk Sendin
b Sews / Kontrak
c Bagl Hasil
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Dengan menyaden sepenuhnys akan segala k! Brmasuk sanksl-eanks cesuni dengen
Akstentuon perundang yong beriaku ssya menysislan bahwe ape yang ek saye
bartalutan @ atas. beserta lampiran lampirannys adaah benar dan lenghap

Petugas Penerima Wagd Pajsh/Penanggung Pagek
ot Nama Jelas/Tanda tangan/Cap
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Joar Guresmn Nomy 4 Wgtagee~ Poor Tompat

= PEMERINTAH KADBUPATEN BUTON TENOGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kals Poa s jenva s dgna o Lasngen

SURAT PENDAFTARAN OBJEX PAJAK DAERAM
PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)

i, -SRI g ty ey
1) Usp 4) Gan
© Jumiah Mesia Pembangiat
Tefags Listri

d Kapasias Mesn Pembangkt - i s
Tenapa Listrik

buah,
WVA
€. Jumiah Penggunaan : NO——— T
Teraga Usivk
f. Jumiah Pelanggan o 1) indusii F———

.

.
9. Ketwrshan / Desa T Wicamsnrasmmisussivansisascanronnnsiisaiaprbonsise Sivdeduanansusanssantnssnn niegessr pmnaoy

- - - -

e —— ot S 3 b0 i | e S ¥
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Dengan menyadari sepenuhnya akan segals shibal lermamd sanksi-senksl sasun! dengan
ketentuan perundang-undangan yang beriaku, says menystakan bahwa aps yang ieish eaya berl
ahukan di atas. beserta lampran-lamprannys adalah benar dan lenghap

Nama Jelas/Tands langan/Cap
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Jenis Masskan Utama a Masskan indonesia e. Mssakan Amertka / Eropa
d. Masakan Padang h
| vme TanahRanmman ©  Tanah m Rarvm mumn L
Luas Tempat Ussha L e ..m
Status Kepemnilkan 8 MEk Sendin
Tempat Usaha b Sewa/Kontrak
¢ Bag Hasi
Jam Operast s Jam ., sd jam
b. Jam .. sd
b
Jeniz Usaha (] 1.Restoran [ 2 JasaBoga/Caterng

7. Bulkl Pembayasran : a. BonvBEl

8 Alst Tronaaksi /Cash
Repister

9. Fasiltas Penunjang

~epanpe
H

10. Jumish MejaKursi - meja/ ... kursi

11.  Omzet Pendapatan RP e vrieme.. RS - Rita Per Bulan

12. . Fasilitas Parkir . Ada/Tdak
b. Kapasitas Parkir 1) Mobd :........ vasseansasnasasand unit
2) Motor ; . unit
c. Pengeiola Parkis :
d. Dipungut Beyaran : YaTidak
13. Jenis Periznan . a. lnParwisata Nomor ................c.....  M@SE berlaky . .. ...
b. lzin Undang-Undang Gangguan .... ... masa berlaky . . . .
d. izin Mengeiola Pariur Nomor ........ ... masa berlaku . . . .
1 . - . .

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-138-

Lampiran Il : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor . Tahun ..,
Tanggal
EORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJER PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Germamats Nomer 8, Kabrupsten liuten Trngah
Koy Prs «wswd peusla butentrngshugnmil com  Latrungian

1. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Jasa Makanan Dan Minuman

{Dvim: ol petugas)

LTI T TP PP

ONe O AuN-

...............................

...............................

...............................

saresiessaciate sanssanseioran

...............................

...............................

................................

..................................

...........................................

...........................................................

...........................................................
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBSI DAERAH

ALUR PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Pasien Umum :

Wajib Retribusi

b

Petugas Loket

b1

Bendahara Penerima
UPTD Puskesmas

I 1

Bendahara Penerima
OPD Dinas Kesehatan

bod

Badan Pendapatan
Nasrah

b1

Keterangan :
A. Wajib Retribusi :
1. Membayar biaya pemeriksaan umum;
2. Membayar biaya tindakan medis dan pemariksaan penunjang.
B. Petugas Loket:
1. Menyerahkan karcis dan kuitansi rincian biaya kepada wajib retribusi;
2. Menyerahkan uang retribusi kepada Bendahara Penerimaan FKTP/Puskesmas.
C. Bendahara Penerimaan FKTP/Puskesmas :
1. Merekap dan mencatat penerimaan ke dalam buku register
2. Membuat Surat Tanda Setoran (STS)
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3. Menyerahkan uang beserta STS kepada Bendahara Penerimaan OPD
4, Evaiuasi dan pelaporan
D. Bendahare Penerimaan OPD Dinas Kesehatan :

1. Memverifikasi penerimaan

2. Menyerahkan kuitansi tanda setoran kepada Bendshara Penerimaan FKTP

3. Menyetorkan uang beserta STS yang sudah diotorisas! ke Kas Daersh melalui bank yang

4. Mencatat penerimaan kedalam Buku Kas Penerimaan

5. Evaluasi dan pelaporan

E. Badan Pendapatan Daerah :
1. Mengesahkan karcis atau kwitansi rincian biaya sebagai sarana alat pemungut
retribusi di FKTP/Puskesmas;
2. Mengesahkan STS dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan OPD sebagai bukti
pembayaran retribusi ke Kas Dacrah yang sah;
F. Bank:

1. Melakukan transfer sejumlah uang retribusi pelayanan keschatan dari Bendahara
Penerima FKTP/Puskesmas ke rekening Dinas Keschatan sesuai STS;

2. Melakukan transfer sejumlah uang retribusi pelayanan kesehatan dari Bendahara
Penerima Dinas Kesehatan ke Kas Daerah sesuai dengan STS yang telah divalidasi
oleh Bapenda;

3. Memberikan bukti hasil transfer ke Bendahara penerimaan FKTP dan OPD.

2. Pasien peserta BPJS Keschatan :

BPJS Kesehatan

Keterangan :
A BPJS Kesehatan
1. Mentransfer dana nonkapitasi sesuai hasil verfikasi klaim FKTP ke rekening Dinas Kesehatan
setiap bulan;
2. Mentrasnfer dana kapitasi FIKTP setiap bulan berdasarkan kinerja, jumiah kepesertaan,
keberadaan dokter dan keterpencilanke rekening FKTP.
B. Bendahara Penerimaan OPD Dinas Kesehatan
Membuat STS sesuai dengan dana yang diterima;
Menyetorkan uang beserta STS yang sudah diotorisasi ke Kas Daerah melalui bank yang
ditunjuk;
Mencatat pensrimaan kedalam Buku Kas Penerimaan; dan
Evaluasi dan pelaporan.

N -
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C. Badan Pendapatan Daecrah:
Melakukan validasi STS dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan OPD.

D Bank:
1. Melakukan transfer sejumlah uang retribusi pelayanan kesehatan dari Bendahara
Penerima OPD sesuai 8TS yang telah divalidasi oleh Bapenda;
2. Memberikan bukti transferan ke Bendahara Penerimaan OPD.

1. CONTOH FORMAT KARCIS PEMERIKSAAN PASIEN RAWAT JALAN UMUM

(@25 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH “5 PEMERINTAH EABUPATEN RUTON TENGAH |
DINAS KESEHATAN DINAS EESEHATAN |
NOmOF | .ccveccriennisinnncnnes Nomor : . . :
|
]
FMERIESAAN RAWAT JALAN UMUM PERAWAT/BIDAN RAWAT JALAN UMUM PERAWAT /BIDAN |
Beradasarkan Peraturan Deerah Beradasarkan Peraturan Daerah i
Nomor 1 Tahun 2024 Nomeor 1 Tahun 2024
Rp. 8.000,- Rp. 8.000,-
Lembar Arsip Lembar Pasien
[ @< PEMERINTAN KABUPATEN BUTON TENGAH PEMERINTAH EABUPATEN BUTON TENGAH
@ DINAS KESEHATAN @ DINAS KESEHATAN
[ . NOMOT § ovvreveemeecvinnmaranegnnan
m-.lnr.m.ummm MERIKSAAN RAWAT JALAN UMUM DOETER/DOKTER
GiGl [eilet
Beradasarkan Peraturan Daerah Beradasarkan Peraturan Dacrah
Nomaor 1 Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024
Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
Lembar Arsip Lembar Pasien

2. CONTOH FORMAT KARCIS PEMERIKSAAN PASIEN EMERGENCY/UGD

B BT me

NOMOT © ..ivicosceniansnnssnsnsasninncs NODIOF 1 svvneeiviieciininsnsnnnnnnes
PEMERIKSAAN EMERGENCY/UGD PERAWAT /BIDAN FEMERIKSAAN EMERGENCY/UGD PERAWAT /BIDAN

Beradasarkan Peraturan Dasrah Beradasarkan Peraturan Daerah
Nomor ] Tehun 2024 Nomor 1| Tahun 2024
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Rp. 13.000-

Lembar Pasjen

Rp. 15.000,-

Lembar Arsip

------------------------------

JERIESAAN ENERGENCY/UQGD DOKTER/DOKTER GIGI JERIKSAAN EMERGENCY/UGD DOKTER/DOKTER GIGI
Beradasarkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024

Beradasarkan Pematuran Daerah
Nomor 1 Tahun 2024

Rp. 15.000,-

Lembar Pasien
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PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS ....... KEC. .....
Alamat :JL ..... No. Desall(el Telp!Fax :.... Kode Pos :........

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 3

Rlnchnbhyl tlndnhn (Ttrlfmud Perda No.1 Tahun 2024) :

ll LL L L R L L N e R T R R R R R T Y T ) AL LL] Rp
lllllllllll LR L L R L L R )

@, sesaasannivessrenarssaransassasesss S .. Rp.
aRssssREne s dessdns AP TaRRRARERERS

. ceereecrrnonennnasransannnosssnsanne eerrerneenane surssssns weeenre RP.

T TR PR T

4- L L e PR LT Gessae Rp-
5- ------ sessnanns Sesessssssenvan L L ) Rpu

TOTAL RP. ceoverrserneensmseseeraseassenes

(cererrerenssnensseassoesssssssanes )

1. Lembar Asli : Untuk Pasien
2. Selinan : Petugas Unit Puskesmas
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PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH ‘

DINAS KESEHATAN +
UPTD PUSKESMAS. ....... KEC.......

Alamat JL ..... No. Desa/Kel ...... Telp/Fax ... Kode Pos .........

----------

REERAPITULASI BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PASIEN UMUM RAWAT INAP PUSKESMAS

T "KOMPONEN TARIF
JASA JASA
NO. NAMA PASIEN JENIS TINDAKAN SARANA PELAYAN | JUMLAH
(Rp) AN
L"{‘ - 1 (Rp)
2
3
4
5
6
7
8
9
dst
............... verererrsssny sernnnnessesaaneees@Ohunane
Mengetahui : Bendahara Penerimaan
Kepala Puskesmas, Pembantu,
(corermrerensenessonans srmsasasisal ) | PRR— eosannupasiiEis s
NIP. NIP
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PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUS! PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS ....... KEC.......

REEAPITULASI BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PASIEN UMUM RAWAT JALAN PUSKESMAS

KOMPONEN TARIF
JASA JASA
NO.| NAMA PASIEN JENIS TINDAKAN SARANA PELAYA | JUMLAH
(Rp) NAN
(Rp)
1
2
3
4
-5t S |
6
7
8
9
Dst
s EiThabssadthbinn innuniiiae ORUR—— 20......
Mengetahui : Bendahara Penerimaan
Kepala Puskesmas, Pembantu,
et ceners) flasaeeseatinsseagprsessansensinrsns )
NIP. NIP
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1. LembarAsli : Untuk Dinas Kesehatan
2. Salinan : Arsip Puskesmas

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS rasennn KEC. seass
Alamat 2L ..... No. Desa/Kel ...... Telp/Fax :.... Kode Pos .........

PASIEN UMUM RAWAT JALAN PUSKESMAS PEMBANTU,

POSKESDES/ POLINDES
KOMPONEN TARIF
NO. NAMA PASIEN JENIS TINDAKAN JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JUMLAH
(Rp) (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
dst
caceusansancti AT T, 20......
Petugas
Puskesmas Pembantu/
Poskesdes/Polindes
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1. LembarAsli : Untuk Puskesmas Induk
2, Salinan : Arsip Puskesma

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 0
U”D PUSKESMAS EL LT KEC. shane

------- e

T BUKTI Y f

d. D"i M : sasasn T P T T P T TR TS CCLTTTTETT T TLLL

jo. |Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumilah (Rp)
f. 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas

Jumilah

f. Tanggal diterima uang : S R

Mengetahui : Penyetor
Bendahara Penerimaan Petugas Loket/Unit
Bendahara Penerimaan Pembantu
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1. LembarAsli : Untuk Pembayaran/penyetor/Pihak ketiga
2. Salinan : Untuk Bendahara penerima/penerima pembantu Puskesmas

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS. ....... KEC. .....
Alamat L ..... No. Desa/Kel ...... Telp/Fax :.... Kode POS :........

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH 0

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. : Bank

: Sultra Cabang Bau-bau
No. Rekening : 211.01.02.000002.1
Harap terima uang schesar : Rp. s S —— sasees3GRsNENES
Dﬂ‘w huruf : saeans seane sassansas
Dengan rincian pemerimaan scbagai berikut :
jo. |Kode Rekening Uraian Rincian Objek Jumilah (Rp)
n. 4.1.2.01.01 iribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Keschatan
D,
Jumish =0
Uang tersebut diterima tanggal : .......... sanstesnnsaseavernasr bt ibRbON It bannibannnsnnnnatssannstns "
Diketahui : Penyetor,
Kepala UPTD Puskesmas, Bendahara Penerima
UPTD Puskesmas
{ ) (ceoereeresnrasnssessernssrannenre |
NIP. NIP
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Tanggal Terima :
No. Buku Kas :

Bendahara Pemerima/pembantu
OPD Dinas Kesehatan,

NIP.

1. Lembar Asli : Untuk Pembayaran/penyetor/Pihak ketiga
2. Salinan : Untuk Bendahara penerima/penerima pembantu OPD Dinke
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